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KATA PENGANTAR 

  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 disusun berdasarkan 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas 

publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran 

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan 

pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

adalah untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana kinerja 

BKPSDM dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

LKJIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur, mengevaluasi, dan 

melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di BKPSDM selama 

periode Tahun 2024. Laporan ini juga berfungsi sebagai alat 

pengendalian, di mana dapat dilihat apakah kinerja BKPSDM berjalan 

sesuai dengan rencana dan apakah ada permasalahan yang harus segera 

ditangani. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih 

berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di 

masa mendatang.  

 

 

 

Ujoh Bilang, 28 Februari 2025 

Kepala Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
 
 
 

Wenefrida Kayang S.Sos, M.Si 
NIP. 196509141988112001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 dalam 

mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :  

  

Capaian sasaran strategis Terwujudnya ASN Kabupaten Mahakam Ulu 

yang Profesional:  

● Indikator Dimensi Kualifikasi ASN diukur dengan rumus hitung 

yaitu “(Jumlah total bobot nilai dimensi kualifikasi ASN Mahakam 

Ulu/ Jumlah ASN Mahakam Ulu ) x 100% ” 

● Indikator Dimensi Kompetensi ASN diukur dengan rumus hitung 

yaitu “(Jumlah total bobot nilai dimensi kompetensi ASN Mahakam 

Ulu/ Jumlah ASN Mahakam Ulu ) x 100%  

● Indikator Dimensi Kinerja ASN diukur dengan rumus hitung yaitu 

“(Jumlah total bobot nilai dimensi kinerja ASN Mahakam Ulu/ 

Jumlah ASN Mahakam Ulu ) x 100%  

● Indikator Dimensi Disiplin ASN diukur dengan rumus hitung yaitu 

“(Jumlah total bobot nilai dimensi disiplin ASN Mahakam Ulu/ 

Jumlah ASN Mahakam Ulu ) x 100%  

● Indikator Presentase Nilai Evaluasi Sakip diukur melalui Penilaian 

dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten 

Mahakam Ulu 

● Indikator Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi dan 

Operasional Perkantoran diukur dengan rumus hitung yaitu “( 

Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi & operasional 

perkantoran yang terpenuhi / jumlah pemenuhan pelayanan 

administrasi & operasional yang direncanakan) x 100 % 
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● Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) 

program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/kota, Program Kepegawaian Daerah  dan Program 

Pengembangan Sumber Daya Manusia  

● Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 

sebesar Rp. 21.330.633.049,- sampai dengan bulan Desember 

2024 terealisasi Rp.19.305.049.687,- Dengan demikian kinerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Mahakam Ulu tercapai dengan capaian sebesar 

90,50%.   

● Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 88,67% 

terjadi peningkatan sebesar 2,06%. 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat 

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Mahakam Ulu ke depan, sebagai berikut :  

1. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan 

baik (good government dan clean governance); 

2. Perubahan kebijakan pemerintah terkait manajemen kepegawaian 

atau pengembangan SDM yang sering terjadi juga menjadi 

tantangan. Jika kebijakan pemerintah berubah dengan cepat, 

BKPSDM harus dapat beradaptasi dengan cepat pula agar tetap 

memenuhi ekspektasi dan aturan yang baru. Perubahan yang 

tidak terencana dapat mengganggu kelancaran program yang 

sudah direncanakan sebelumnya. 

3. Perubahan dalam kebijakan atau sistem manajemen SDM sering 

kali menghadapi resistensi dari pegawai atau pihak terkait. 

Beberapa pegawai mungkin merasa nyaman dengan sistem yang 

ada dan menolak perubahan. BKPSDM perlu menghadapi 

tantangan ini dengan mengelola perubahan secara bijak, melalui 

komunikasi yang efektif dan pelibatan pegawai dalam proses 

perubahan. 



 

 
4 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR i 

IKHTISAR EKSEKUTIF ii 

DAFTAR ISI iv 

DAFTAR TABEL vi 

DAFTAR GAMBAR vii 

BAB I PENDAHULUAN 8 

1.1 Latar Belakang 8 

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 9 

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 9 

1.2.2 Anggaran 10 

1.3 Dasar Hukum 10 

1.4 Sistematika Laporan Kinerja 11 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 13 

2.2 Rencana Kinerja Tahun n 14 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 14 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18 

3.1 Capaian Kinerja 18 

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 19 

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 

pelaporan 19 

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir 20 

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi 20 



 

 
5 
 

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan 

standar nasional (jika ada) 21 

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi 

yang telah dilakukan 22 

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 22 

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 23 

3.2 Realisasi Anggaran 23 

BAB IV PENUTUP 25 

LAMPIRAN 26 

 



 

 
6 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n 10 

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat 

Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 13 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n 13 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n 14 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah 14 

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah 

Tahun n 16 

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah 17 

Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat 

Daerah Tahun n 17 

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 19 

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n 19 

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 20 

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 20 

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ 

Kabupaten/Kota 21 

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 22 

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan 

dan Sasaran 22 

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan 

Kegiatan 23 

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 24 



 

 
7 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 10 

 



 

 
8 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah 

yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan 

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang 

merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).  
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Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian 

kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah 

ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat 

daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk 

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi 

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja.  

1.2  Penjelasan Umum Organisasi 

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan 

dengan struktur organisasi dan anggaran Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam 

Ulu :  

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM) pada awalnya adalah Bagian Kepegawaian 

pada Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan 

kepegawaian daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 

Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, namun karena dirasa beban 

kerja pengelolaan pegawai di daerah Kab. Mahakam Ulu semakin 

berat dan luas, maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kabupaten Mahakam Ulu, terbentuk berdasarkan Peraturan 

Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Satuan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dengan kedudukan 

sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang 

kepegawaian. 
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Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan 

dilakukan penataan ulang terhadap struktur organisasi dan tata 

kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 

dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (BKPSDM). Evaluasi kelembagaan tersebut dilakukan 

agar kualitas sumber daya aparatur dapat didukung oleh 

manajemen yang lebih baik. 

 

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

        Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu 

No.4 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 

Membantu Bupati melaksanakan fungsi administrasi 

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai fungsi : 

◆ Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program 

pengembangan sumber daya manusia; 

◆ Penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur 

◆ Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi aparatur 

◆ Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

pengembangan sumber daya manusia aparatur 

◆ Pelaksanaan administrasi BKPSDM dan 

◆ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsi BKPSDM. 

◆ Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur 
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organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut bagan 

struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia. 

        Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi 

dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu. Berikut bagan struktur 

organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu. 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

Sumber : SOTK BKPSDM No. 4 Tahun 2021 

 

1.2.2 Anggaran  

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran 

anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah 

Anggaran yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam 

Ulu : 

Tabel 1.12 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 

Sumber Tahun Jumlah 

(1) (2) (3) 

APBD Tahun 2023 Rp. 19.121.903.563,- 

APBD Tahun 2024 Rp. 21.330.633.049,- 

Sumber : DPA TA 2023 & 2024 BKPSDM  

1.3 Dasar Hukum 

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu ini disusun 

berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan 

Kinerja Pemerintah Daerah. 

 

1.4 Sistematika Laporan Kinerja 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 adalah: 

BAB I   PENDAHULUAN 
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Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi 

berfokus pada aspek strategis organisasi dan 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang 

dihadapi. 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi untuk setiap 

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi 

disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja 

organisasi.  

3.2 Realisasi Anggaran 

 

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi 

diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian 

Kinerja. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas 

capaian kinerja organisasi serta langkah di masa 

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

LAMPIRAN  

1 Perjanjian Kinerja. 

2 Lain-lain yang dianggap perlu. 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi Penunjang 

Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 79, Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan 

mempunyai fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
dukungan teknis dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan; 

4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 
Urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan; 

5. Pelatihan Administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia; 

6. Pelaksanaan Administrasi Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 
dan fungsinya. 

Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu adalah tersedianya ASN 

Kabupaten Mahakam Ulu yang Profesional. Berikut adalah indikator 

kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu: 
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Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 

Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja 

 

Target Kinerja Pada Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Tujuan: 
Tersedianya 
ASN 

Kabupaten 
Mahakam 
Ulu yang 
Profesional 

 
Indikator 
Tujuan: 
Indeks 

Profesionalit
as ASN 

Meningkatkan 
kualifikasi ASN 

Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 
kualifikasi ASN - - - 88,00% 90,00% 95,00% 

Meningkatkan 
kompetensi ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 
kompetensi ASN - - - 81,00% 85,00% 90,00% 

Meningkatkan 
kinerja ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 
kinerja ASN - - - 75,00% 80,00% 85,00% 

Meningkatkan 
dispilin ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 
disiplin ASN - - - 87,00% 90,00% 95,00% 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat 
Daerah 

Persentase Nilai 
Evaluasi Implementasi 

SAKIP 
- - - 60,00% 65,00% 68,00% 

Meningkatnya 
Pelayanan Dan 
Administrasi 

Operasional 
Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan Pelayanan 
Administrasi Dan 

Operasional 
Perkantoran 

- - - 90,00% 95,00% 98,00% 

Sumber : Renstra Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Periode 2021 - 2026 

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 

No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Sa

tu

an 

Penjelasan 

Definisi Operasional 
Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

I 

Tujuan: 

Terwujudnya 
ASN 
Kabupaten 
Mahakam Ulu 
yang 
Profesional 

Indikator Tujuan: 

Indeks 

Profesionalitas ASN 
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No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Sa

tu

an 

Penjelasan 

Definisi Operasional 
Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

1 

Meningkatkan 
kualifikasi ASN 
Pemerintah 
Daerah 

1.1 

 

 

 

 

Persentase 
Dimensi 
Kualifikasi 
ASN 

 

% 

Persentase Dimensi Kualifikasi 

ASN merupakan indikator yang 

mengukur kualitas kinerja 

seorang ASN. Dimensi ini 

mencakup berbagai faktor, 

seperti pendidikan, 

keterampilan, pengalaman 

kerja, serta sertifikasi dan 

pelatihan yang relevan. 

Penilaian kualifikasi yang 

dilakukan secara tepat akan 

memastikan bahwa ASN 

memiliki kompetensi yang 

memadai untuk melaksanakan 

tugasnya  

 

Persentase Dimensi 

Kualifikasi ASN = 

(Jumlah ASN 

Mahakam Ulu 

dengan bobot nilai 

dimensi kualifikasi 

10 Keatas / Jumlah 

ASN Mahakam Ulu)* 

100% 

IKU 

BKPSDM 

2 

Meningkatkan 
kompetensi ASN 

Pemerintah 
Daerah 

2.1 

 

 

Persentase 

dimensi 
kompetensi 
ASN % 

Persentase dimensi kompetensi 

ASN merupakan indikator yang 

mengukur seberapa besar 

jumlah kegiatan 

pengembangan kompetensi 

ASN melalui kegiatan pelatihan 

& pendidikan bagi Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Pengawas dan Jabatan 

Fungsional maupun Jabatan 

Pelaksana 

 

Persentase dimensi 

kompetensi ASN = 

(Jumlah ASN 

Mahakam Ulu 

dengan bobot nilai 

dimensi kompetensi 

10 Keatas / Jumlah 

ASN Mahakam Ulu)* 

100% 

 

IKU 

BKPSDM 

3 

Meningkatkan 
kinerja ASN 
Pemerintah 
Daerah 

3.1 

 

 

 
 
Persentase 
dimensi 

kinerja ASN 

 

% 

Persentase dimensi kinerja ASN 

merupakan indikator yang 

mengukur seberapa besar 

peningkatan dimensi kerja ASN 

melalui pelaporan kinerja 

pegawai secara sistematis 

untuk menilai sejauh mana 

ASN dapat memenuhi tugas 

dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan standar yang telah 

ditetapkan.  

 

Persentase dimensi 

kinerja ASN = 

(Jumlah ASN 

Mahakam Ulu 

dengan bobot nilai 

dimensi kinerja 25 

Keatas / Jumlah 

ASN Mahakam Ulu)* 

100% 

 

IKU 

BKPSDM 
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No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Sa

tu

an 

Penjelasan 

Definisi Operasional 
Formulasi/ Rumus 

Perhitungan 

Sumber 

Data 

4 

Meningkatkan 
dispilin ASN 
Pemerintah 

Daerah 

4.1 

 
 
 
Persentase 

dimensi 
disiplin ASN 

% 

Persentase dimensi disiplin 

ASN merupakan indikator yang 

mengukur kedisiplinan ASN 

mencakup kehadiran tepat 

waktu, pemenuhan tugas 

sesuai kewajiban, pengelolaan 

waktu yang efektif, kepatuhan 

terhadap aturan dan etika, 

pelaksanaan instruksi dengan 

baik, ketertiban dalam 

administrasi. 

Persentase dimensi 

disiplin ASN = 

(Jumlah ASN 

Mahakam Ulu 

dengan bobot nilai 

dimensi disiplin 5 

Keatas / Jumlah 

ASN Mahakam Ulu)* 

100% 

IKU 

BKPSDM 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

5.1 

 

 

 

Nilai 
Evaluasi 

Implementasi 
Sakip 

 

 

Nil

ai 

Nilai evaluasi implementasi 

SAKIP menunjukkan seberapa 

baik suatu instansi pemerintah 

dalam mengelola kinerjanya, 

dimulai dari perencanaan 

hingga pelaporan dan evaluasi. 

Penilaian ini membantu 

instansi dalam meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi 

kinerja. 

Penilaian dari 

Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP oleh 

Inspektorat 

Kabupaten 

Mahakam Ulu yang 

melakukan Evaluasi 

SAKIP Perangkat 

Daerah  

LHE 

SAKIP 

6 

Meningkatnya 
Pelayanan Dan 
Administrasi 
Operasional 

Perkantoran 

6.1 

 
 
 

 
 
 
 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan 
Administrasi 

Dan 
Operasional 
Perkantoran 

 

 

% 

Persentase pemenuhan 

pelayanan administrasi dan 

operasional perkantoran 

merupakan indikator yang 

menunjukkan seberapa baik 

suatu instansi dalam mengelola 

kegiatan administratif dan 

operasional yang mendukung 

kelancaran perkantoran. 

Evaluasi terhadap pemenuhan 

pelayanan ini melibatkan 

beberapa aspek, termasuk 

pengelolaan dokumen, fasilitas 

perkantoran. 

Persentase 

Pemenuhan 

Pelayanan 

Administrasi Dan 

Operasional 

Perkantoran = 

(Jumlah pemenuhan 

pelayanan 

administrasi & 

operasional yang 

terpenuhi/ jumlah 

pemenuhan 

pelayanan 

administrasi dan 

operasional 

perkantoran yang 

direncanakan)*100% 

IKU 

BKPSDM 

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 
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2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran 

dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan 

dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Mahakam Ulu Tahun 2024 : 

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam 

Ulu 

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

 

 

 

Terwujudnya ASN 
Kabupaten 
Mahakam Ulu yang 

Profesional 

Meningkatkan kualifikasi 

ASN Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 

kualifikasi ASN %. 88,00 

Meningkatkan kompetensi 

ASN Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 

kompetensi ASN %. 81,00 

Meningkatkan kinerja ASN 

Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi kinerja 

ASN %. 75,00 

Meningkatkan dispilin ASN 

Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi disiplin 

ASN %. 87,00 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase Nilai Evaluasi 

Implementasi Sakip %. 60,00 

Meningkatnya Pelayanan 
Dan Administrasi 

Operasional Perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Pelayanan Administrasi 
Dan Operasional 

Perkantoran 

%. 90,00 

Sumber : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 

 

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. 

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna 

untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana 
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yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus 

dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi 

akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang 

tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Mahakam Ulu tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam 

Ulu  Tahun 2024  

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Target 

(1) (2) (3) (4) 

1  
  

Terwujudnya ASN Kabupaten 
Mahakam Ulu yang Profesional 

Presentase Dimensi 

Kualifikasi ASN 
88,00 % 

Persentase Dimensi 
Kompetensi ASN 81,00 % 

Presentase Dimensi 
Kinerja ASN 75,00 % 

Persentase Nilai Evaluasi 

Implementasi Sakip 87,00 

Presentase Nilai Evaluasi 
Implementasi Sakip 60,00 % 

Presentase Pemenuhan 

Pelayanan Administrasi 
Operasional Perkantoran 

90,00 % 

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 

 

Program       Anggaran 

1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 21.440.406.666 

2.Program Kepegawaian Daerah                                      Rp  8. 001.379.700 

3.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   Rp.     319.994.900 

 

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, 

dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 
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dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah 

ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Mahakam Ulu : 

 

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 

    

No. 
Sasaran Strategis 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

 UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

                  
 - 

 KEPEGAWAIAN         - 

I. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

  

I.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan  ASN Terpenuhinya Penyediaan Gaji & 
Tunjangan ASN  

33 Orang/ 
bulan 

I.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Terpenuhinya Penyediaan 
Honorarium Pengelola Keuangan 
SKPD 

14 
Orang/bulan 

I.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Tersedianya Laporan pembayaran 
Honor dan THR Tenaga Non PNS 

12 Laporan  

I.2 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Terpenuhinya Perencanaan, 
Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

29 Dokumen 

I.2.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

15 Dokumen 

I.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen 

I.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 

I.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

 Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

12 Dokumen 
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I.3 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Terpenuhinya Laporan 
Akuntabilitas Keuangan 
Perangkat Daerah 

3 Laporan 

I.3.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 

I.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

Laporan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran 
SKPD 

2 Laporan 

I.4 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Terpenuhinya Pengelolaan 
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

   150 SK 
5 Dokumen 
250 Orang 

I.3.1 Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
Golongan I,II,III JFT/JFU, SK 
Peninjauan Masa Kerja, SK 
Pencantuman Gelar, SK KGB 

150 SK 

I.3.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

Dokumen Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

5 Dokumen 

I.3.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan 

Dokumen Sertifikat Peserta 
Sosialisasi dan Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 
Peraturan Perundang - Undangan 

250 Orang 

I.4 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Terpenuhinya Penyediaan 

Peralatan dan Kebutuhan 
Operasional Kantor 

8 Paket 

2 Laporan 
1 Dokumen 

I.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Perawatan Instalasi Listrik 
dan AC 

1 Paket 

I.4.2 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Pembelian Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

1 Paket 

I.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Pembelian ATK  3 Paket 

I.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah Persediaan barang Cetak 
dan Penggandaan 

3 Paket 

I.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Persediaan Minuman 
Untuk Tamu 

1 Laporan 

I.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1 Laporan 

I.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Pada SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

1 Dokumen 

I.5 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Terpenuhinya Penyediaan 
Barang Penunjang Operasional 
Kantor 

312 Unit 

1.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Pembelian Bahan dan 
Peralatan Kebersihan kantor 

312 Unit 
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I.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Terpenuhinya Penyediaan Jasa 
Pendukung Operasional Kantor 

13 Laporan 

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pembelian Materai 1 Laporan 

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 
 

12 Laporan 

I.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Umum Pemerintahan 
Daerah 

Terpenuhinya Pemeliharaan 
Kendaraan dan Prasarana 
Penunjang Operasional 

Perkantoran 

24 Unit 

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 
 

1 Unit 

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 
 

23 Unit 

  II Program Kepegawaian Daerah   

II.1 Pengadaan, Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian ASN 

Terlaksananya Administrasi dan 
Fasilitasi Pengadaan, 
Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian  

1 Kegiatan 
5 Dokumen 

II.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, 
Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk 
Pelaksanaan Pengadaan ASN 

Jumlah Dokumen Kebutuhan 
Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, 
Jumlah Kebutuhan Pegawai 
Daerah Non ASN 

1 Dokumen 

II.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK 

Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK 

1 Dokumen 

II.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian 

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan 
Koordinasi Pelaksanaan 
Administrasi Pemberhentian 

1 Dokumen 

II.1.4 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang 
Difasilitasi 

1 Kegiatan 

II.1.5 Perumusan Bahan Kebijakan 
Pengelolaan Data dan Informasi ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Perumusan Bahan Kebijakan 
Pengelolaan Data dan Informasi 
ASN 

1 Dokumen 

II.1.6 Pengelolaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

1 Dokumen 
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II.2 Mutasi dan Promosi ASN Terlaksananya Administrasi dan 
Pengelolaan Mutasi dan Promosi 
sesuai kebutuhan  

10 Dokumen 
100 SK 
 3 Dokumen 

II.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Mutasi Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrasi, Jabatan Pelaksana 
dan Mutasi ASN antar 
Daerah 

 10 Dokumen 

II.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan 
Pangkat ASN 
Golongan IVa dan IVb 

 100 SK 

II.2.3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Promosi 
ASN 

3 Dokumen 

II.3 Pengembangan Kompetensi ASN  Terlaksananya Pengembangan 
Kompetensi ASN Kab. Mahakam 
Ulu 

1 Dokumen  
2 Laporan 
30 SK 

50 Orang 

II.3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan 
Pendidikan 
Lanjutan 

50 Orang 

II.3.2 Koordinasi dan Kerja sama 
Pelaksanaan Diklat 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat 

1 Dokumen 

II.3.3 Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam 
Jabatan Fungsional 

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
Golongan IV/c 

30 SK 

II.3.4 Evaluasi Pengembangan Jabatan 
Fungsional 

Jumlah Pengurusan Jabatan 
Fungsional 

2 Laporan 

II.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

Terlaksananya Administrasi dan 
Pembinaan Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur 

6 Dokumen 
105 
Sertifikat 
1153 SKP 

20 Orang 
5 Laporan 

II.4.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja Aparatur 

Jumlah Dokumen Hasil 

Penyusunan Kebijakan Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

1 Dokumen 

II.4.2 Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur 

105 Sertifikat 

II.4.3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 
Hasil Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

1153 SKP 

II.4.4 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan 
Tanda Jasa 

10 Orang 

II.4.5 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan 
Pembinaan 
Kedisiplinan 

10 Orang 
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II.4.6 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 
Disiplin ASN 

Jumlah laporan hasil pengelolaan 
penyelesaian 
pelanggaran disiplin ASN 

5 Laporan 

II.4.7 Pelayanan Proses Izin Perceraian 
Pegawai 

Jumlah Dokumen Proses Izin 
Perceraian Pegawai yang Dilayani 

 

5 Dokumen 

 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN            - 

III Program Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

  

III.1 Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

Terlaksananya Pengembangan 
Kompetensi ASN sesuai Jabatan 

dan Kebutuhan  

18 Orang 

III.1.
1 

Pelaksanaan Kerja Sama antar 
Lembaga 

   

 Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Fungsional, Kepemimpinan, dan 
Prajabatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Fungsional, Kepemimpinan, dan 
Prajabatan 

18 Orang 

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 

 

 

No Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 

1 Belanja Pegawai  

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.364.941.884 

 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 351.480.000 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.410.413.200 

2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 159.084.000 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.390.500 

 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 188.249.000 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

136.396.900 

3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.442.500 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

6.157.800 

4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
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 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.426.200 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 568.569.400 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 113.436.100 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.880.300 

   

   

 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.000.000 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.046.438.000 

 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

640.401.100 

5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

 

 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

6.865.400 

6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.472.000 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 220.180.000 

7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

188.360.600 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

114.190.000 

8 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  

 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 
Pelaksanaan Pengadaan ASN 

20.207.500 

 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 764.260.500 

 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 137.881.200 

 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 1.018.575.300 

 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 399.999.700 

 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 36.163.700 

9 Mutasi dan Promosi ASN  

 Pengelolaan Mutasi ASN 98.177.900 

 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 130.464.800 

 Pengelolaan Promosi ASN 880.527.700 

10 Pengembangan Kompetensi ASN  
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 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 909.277.285 

 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1.330.245.540 

 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 162.079.900 

 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 7.669.400 

11 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  

 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 179.248.000 

 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 176.690.800 

 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 258.542.200 

 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 72.622.900 

 Pembinaan Disiplin ASN 110.761.600 

 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 343.092.100 

 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 51.428.300 

12 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 

 

 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan 
Prajabatan 

2.020.418.640 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1 Capaian Kinerja 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan 

akuntabilitas / pemberi amanah. Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban 

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuat sesuai ketentuan yang 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan 

dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 

2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan 

Sasaran Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Mahakam Ulu. 

        Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan 
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah.  

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala 

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan 

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat 

capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut : 

Tabel 3.14 Pengkategorian Capaian Kinerja 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 

1 Sangat Tinggi 91 ≤ 100 

2 Tinggi 76 ≤ 90 

3 Sedang 66 ≤ 75 

4 Rendah 51 ≤ 65 

5 Sangat Rendah ≤ 50 

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

 

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Meningkatkan 

kualifikasi ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 

kualifikasi ASN 88,00 % 83,55 % 94,95 % 
Sangat 
Tinggi 

BKPSDM 

Meningkatkan 

kompetensi ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase dimensi 

kompetensi ASN 81,00 % 72,72 % 89,78 % Tinggi BKPSDM 

Meningkatkan kinerja 

ASN Pemerintah 
Daerah 

Persentase dimensi 

kinerja ASN 75,00 % 78,57 % 100 % 
Sangat 
Tinggi 

BKPSDM 

Meningkatkan dispilin 

ASN Pemerintah 
Daerah 

Persentase dimensi 

disiplin ASN 87,00 % 99,91 100 % 
Sangat 
Tinggi 

BKPSDM 
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

% 
Kategori 

Sumber 

Data 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatnya 
Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase Nilai 
Evaluasi 

Implementasi SAKIP 
60,00 (B) 57,90 (CC) 96,50 % 

Sangat 
Tinggi 

LHE 
SAKIP  

 
Meningkatnya 

Pelayanan Dan 
Administrasi 
Operasional 
Perkantoran 

Persentase 
Pemenuhan 

Pelayanan 
Administrasi Dan 
Operasional 
Perkantoran 

90,00 % 100 % 100 % 
Sangat 
Tinggi 

BKPSDM 

Sumber : DATA BKPSDM 

Uraian penjelasan tabel :  

1. Indikator Kinerja Persentase dimensi kualifikasi ASN 

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang 

ditetapkan. Namun, capaian tersebut masih tergolong dalam 

kategori sangat tinggi. Berdasarkan data pendidikan PNS 

Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat: 

• 1 orang berpendidikan S3,115 orang berpendidikan S2, 

• 606 orang berpendidikan S1/D-IV, 

• 167 orang berpendidikan D-III, 

• 174 orang berpendidikan SLTA/D-II/D-I atau sederajat, dan 

• 1 orang berpendidikan di bawah SLTA. 

Dengan demikian, jumlah PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang 

memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (minimal D-III ke atas) 

mencapai 889 orang, dari total 1.064 PNS 

2. Indikator Kinerja Persentase dimensi kompetensi ASN  

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang 

ditetapkan. Namun, capaian yang ada masih termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan data PNS Kabupaten Mahakam Ulu 

yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), 

diperoleh rincian sebagai berikut: 

• Diklat Kepemimpinan telah diikuti oleh 175 orang PNS 

jabatan struktural, sementara 33 orang belum mengikuti. 

• Diklat Fungsional telah diikuti oleh 482 orang PNS pada 

jabatan fungsional, dan 118 orang belum mengikuti. 
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• Diklat Teknis telah diikuti oleh 600 orang, sedangkan 468 

orang lainnya belum mengikuti. 

Secara keseluruhan, jumlah PNS Kabupaten Mahakam Ulu 

yang telah mengikuti minimal satu jenis diklat (Kepemimpinan, 

Fungsional, atau Teknis) adalah sebanyak 72,72% dari total 

1.064 PNS 

3. Indikator Kinerja Persentase dimensi kinerja ASN 

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, 

dengan capaian yang masuk dalam kategori sangat tinggi. 

Berdasarkan data rekapitulasi Penilaian SKP melalui aplikasi e-

Kinerja BKN Tahun 2024, berikut adalah hasil penilaian 

terhadap PNS Kabupaten Mahakam Ulu: 

• Sangat Baik (nilai 91–100): 508 orang 

• Baik (nilai 76–90): 328 orang 

• Cukup (nilai 61–75): 0 orang 

• Kurang (nilai 51–60): 0 orang 

• Buruk (nilai di bawah 50): 1 orang 

Dengan demikian, jumlah PNS yang memperoleh penilaian Baik 

dan Sangat Baik mencapai 836 orang dari total 1.064 PNS, 

mencerminkan tingkat kinerja yang sangat memuaskan secara 

keseluruhan. 

4. Indikator Kinerja Persentase dimensi disiplin ASN 

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan, 

dengan capaian yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Berdasarkan data tahun 2024 mengenai pelanggaran disiplin, 

tercatat hanya 1 orang PNS Kabupaten Mahakam Ulu yang 

menerima Hukuman Disiplin Ringan, sementara 1.063 orang 

lainnya tidak pernah menerima hukuman disiplin. 

Dengan demikian, persentase PNS yang tidak pernah dikenai 

hukuman disiplin mencapai 99,91% dari total 1.064 PNS 

5. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 

Realisasi indikator ini belum sepenuhnya mencapai target yang 

ditetapkan, yaitu sebesar 60,00. Berdasarkan hasil evaluasi yang 
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dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu, nilai 

implementasi SAKIP yang berhasil dicapai adalah 57,90. 

Meskipun belum memenuhi target, capaian tersebut tetap 

berada dalam kategori sangat tinggi, yang mencerminkan 

komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu 

6. Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pelayanan 

Administrasi Dan Operasional Perkantoran 

Realisasi indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan 

dengan capaian yang masuk dalam kategori sangat tinggi dalam 

Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional 

Perkantoran. 

 

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian 

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun 

terakhir 

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian 

kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel 

berikut : 

     Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 

No Tujuan/ Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 
Tahun 2024 

Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tujuan: 

Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu 
yang Profesional 

      

1 
Meningkatkan 
kualifikasi ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
dimensi 
kualifikasi ASN 

NA NA NA 88,00 % 83,55 % 94,95 % 

2 
Meningkatkan 
kompetensi ASN 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
dimensi 
kompetensi ASN 

NA NA NA 81,00 % 72,72 % 89,78 % 

3 
Meningkatkan kinerja 

ASN Pemerintah 

Daerah 

Persentase 
dimensi kinerja 

ASN 
NA NA NA 75,00 % 78,57 % 100 % 

4 
Meningkatkan 

dispilin ASN 

Pemerintah Daerah 

Persentase 
dimensi disiplin 

ASN 
NA NA NA 87,00 % 99,91 100 % 

5 
Meningkatnya 

Akuntabilitas Kinerja 

Perangkat Daerah 

Nilai Evaluasi 

Implementasi 
SAKIP 

NA NA NA 
60,00 

(B) 
57,90 
(CC) 

96,50 % 
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No Tujuan/ Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Tahun 

2021 

Tahun 

2022 

Tahun 

2023 
Tahun 2024 

Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6 

 
Meningkatnya 

Pelayanan Dan 

Administrasi 

Operasional 

Perkantoran 

Persentase 

Pemenuhan 
Pelayanan 
Administrasi 
Dan Operasional 

Perkantoran 

NA NA NA 90,00 % 100 % 100 % 

 

Uraian penjelasan tabel : 

Merunut pada Sasaran Strategis dalam Tersedianya ASN Kabupaten 

Mahakam Ulu yang Profesional, BKPSDM memfokuskan pada 

peningkatan Profesionalitas ASN. Indeks profesionalitas ASN 

merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang 

berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan 

kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. 

BKPSDM menggunakan dimensi Indeks Profesionalisme ASN sebagai 

indikator pada sasaran strategis ini. Yakni:  

1) Dimensi Kualifikasi  

2) Dimensi Kompetensi  

3) Dimensi Kinerja  

4) Dimensi Disiplin, Selain itu disertai dengan peningkatan 

Akuntabilitas Kinerja dalam Pelayanan dan Administrasi Operasional 

Perkantoran yaitu: 

5) Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP 

6) Pemenuhan Pelayanan Administrasi Dan Operasional Perkantoran 

Indikator Kinerja tersebut diatas baru ditetapkan di Tahun 2023 pada 

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BKPSDM tahun 2021-2026, 

untuk itu penghitungan mandiri terhadap capaian Tujuan dan Sasaran 

Strategis baru dilakukan pada tahun 2024, sehingga capaian kinerja 

tahun sebelumnya belum diketahui (belum dilakukan). 
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3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis organisasi 

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 

dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen 

Perubahan Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu 

periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 
Indikator Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun n 

Target 

Akhir 

Rencana 

Strategis 

Tingkat 

Kemajuan 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6) 

=4/5*100 

  
Tujuan: 
Tersedianya ASN Kabupaten 

Mahakam Ulu yang 
Profesional 

 

   

1 
Meningkatkan kualifikasi 

ASN Pemerintah Daerah 
Persentase dimensi 
kualifikasi ASN 

83,55 % 95,00% 93,21 % 

2 
Meningkatkan kompetensi 

ASN Pemerintah Daerah 
Persentase dimensi 

kompetensi ASN 
72,72 % 90,00% 80,80 % 

3 
Meningkatkan kinerja ASN 

Pemerintah Daerah 
Persentase dimensi kinerja 

ASN 
78,57 % 85,00% 92,43 % 

4 
Meningkatkan dispilin ASN 

Pemerintah Daerah 
Persentase dimensi disiplin 
ASN 

99,91 95,00% >100 % 

5 
Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 
Persentase Nilai Evaluasi 
Implementasi SAKIP 

57,90 
(CC) 

68,00 85,14 % 

6 
Meningkatnya Pelayanan 

Dan Administrasi 

Operasional Perkantoran 

Persentase Pemenuhan 
Pelayanan Administrasi Dan 
Operasional Perkantoran 

100 % 98,00% >100 % 

Sumber : RENSTRA BKPSDM 

Uraian penjelasan tabel : 

Pada Realisasi Kinerja di tahun 2024 dibandingkan dengan Target 

Akhir rencana Strategis mengalami Tingkat Kemajuan yang cukup 

tinggi, dengan didukung pemenuhan administrasi baik dokumen 

dan data serta pelayanan manajemen yang memadai dalam proses 

pelaporan. 
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3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang 

telah dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 

 

No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Realisa

si 

% 

Capai

an 

     Analisis 

Keberhasilan/Ke

gagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tujuan: 
Tersedianya ASN Kabupaten 
Mahakam Ulu yang Profesional 

   

  

1 
Meningkatkan 
kualifikasi ASN 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
dimensi 
kualifikasi 
ASN 

88,00 % 83,55 % 94,95 % 

Terdapat beberapa 

PNS yang tidak 

membuat sk Ijin 

belajar terlebih 

dahulu sebelum 

kuliah 

 

2 

Meningkatkan 

kompetensi 
ASN 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 

dimensi 
kompetensi 
ASN 

81,00 % 72,72 % 89,78 % 
Belum sinkronnya 

data kepegawaian 

Sinkronisasi 

data 

kepegawaian 

3 
Meningkatkan 
kinerja ASN 

Pemerintah 
Daerah 

Persentase 

dimensi 
kinerja ASN 

75,00 % 78,57 % 100 % 

Sistem digital SKP 

telah di 

implementasikan, 

meskipun perlu 

peningkatan dalam 

penggunaan oleh 

seluruh pegawai 

Sosialisasi 

penggunaan 

Sistem digital SKP 

4 

Meningkatkan 

dispilin ASN 

Pemerintah 

Daerah 

Persentase 

dimensi 
disiplin ASN 

87,00 % 99,91 100 % 

durasi waktu yang 

cukup lama dalam 

mendapatkan 

evidence atau bukti - 

bukti kelengkapan 

berkas perkara 

jemput bola ke 

instansi terkait 

untuk 

mendapatkan 

evidence atau 

bukti - bukti 

5 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Nilai Evaluasi 
Implementasi 

SAKIP 
60,00 (B) 57,90 (CC) 96,50 % 

dokumen 

perencanaan tidak 

sinkron (Renstra, 

Renja, IKU, 

PK, dan LKjIP) 

Menyinkronkan 

dokumen 

perencanaan 

6 Meningkatnya 

Pelayanan Dan 

Persentase 
Pemenuhan 

Pelayanan 
90,00 % 100 % 100 %   
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No 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 
Target 

Realisa

si 

% 

Capai

an 

     Analisis 

Keberhasilan/Ke

gagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Administrasi 

Operasional 

Perkantoran 

Administrasi 
Dan 
Operasional 

Perkantoran 

Sumber : Data BKPSDM 

 

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan 

dan Sasaran 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target 

Realisa

si 

% 

Capaian 

Anggaran Realisasi 
% Capaian 

(Rp.) (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 Tujuan: 

Tersedianya ASN Kabupaten Mahakam Ulu yang 
Profesional 

    

1 

Meningkatkan 

kualifikasi ASN 

Pemerintah 

Daerah 

88,00 % 83,55 % 94,95 % 1.109.170.400 952.769.016 85,90 

 

2 

Meningkatkan 

kompetensi ASN 

Pemerintah 

Daerah 

81,00 % 72,72 % 89,78 % 2.409.272.125 2.281.568.657 94,70 

 

3 

Meningkatkan 

kinerja ASN 

Pemerintah 

Daerah 

75,00 % 78,57 % 100 % 1.192.385.900 1.139.415.400 95,56 

 

4 

Meningkatkan 

dispilin ASN 

Pemerintah 

Daerah 

87,00 % 99,91 100 % 558.523.200 553.978.236 99,19 

 

5 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

60,00 (B) 57,90 (CC) 96,50 % 7.224.142.584 6.288.366.081 87,05 
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No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
Target 

Realisa

si 

% 

Capaian 

Anggaran Realisasi 
% Capaian 

(Rp.) (Rp.) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6 

Meningkatnya 

Pelayanan Dan 

Administrasi 

Operasional 

Perkantoran 

90,00 % 100 % 100 % 

2.764.567.100 2.597.537.324 93,96  

Sumber : BKPSDM 2024 

Berdasarkan tabel 3.7 di atas capaian kinerja dan anggaran tujuan 

sasaran BKPSDM masih belum melampaui target kinerja tahun 

2023 dengan realisasi anggaran dari total belanja langsung 

program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung secara langsung 

pencapaian sasaran 

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai 

uraian penjelasan tabel dibawah ini: 

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan 

Kegiatan 

No. 
Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Capai

an 
% 

Program/ 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Capai
an 

% 

     
Menunjang/ 

Tidak 
Menunjang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tujuan: 
Tersedianya ASN Kabupaten 
Mahakam Ulu yang Profesional 

   

 
  

1 
Meningkatkan 
kualifikasi ASN 
Pemerintah 

Daerah 

Persentase 
dimensi 
kualifikasi 

ASN 

94,95  
PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Jumlah 

dokumen 
perencanaan 
dan evaluasi 
kinerja OPD 

yang 
dihasilkan 

 

  

    
Mutasi dan 
Promosi ASN 

Jumlah 

Mutasi ASN 
Jumlah PNS 
Promosi dan 
BAPERJAKAT 

/ Tim Penilai 
Kinerja PNS 

85,90 Menunjang 

 

2 

Meningkatkan 

kompetensi ASN 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 

dimensi 
kompetensi 
ASN 

89,78  

PROGRAM 

PENGEMBANGA
N SUMBER 
DAYA MANUSIA 

Persentase 

Pejabat ASN 
yang telah 
mengikuti 
pendidikan 
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

% 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

% 

     
Menunjang/ 

Tidak 
Menunjang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

dan pelatihan 
struktural 
(PNS) 

    

Sertifikasi, 
Kelembagaan, 
Pengembangan 

Kompetensi 
Manajerial dan 
Fungsional 

Jumlah 
Laporan Hasil 
Penyelenggara
an 

Pengembanga
n Kompetensi 
bagi Pimpinan 
Daerah, 

Jabatan 
Pimpinan 
Tinggi, 
Jabatan 

Fungsional, 
Kepemimpina
n, dan 
Prajabatan 

94,70 Menunjang 

 

3 
Meningkatkan 
kinerja ASN 

Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
dimensi 

kinerja 
ASN 

100  
PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

Persentase 
jabatan yang 
diisi sesuai 

dengan 
kompetensi 

  

 

    

Penilaian dan 

Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

Penginputan 

Aplikasi E-
Kinerja, dan 
Verifikasi TPP 

95,56 Menunjang 
 

4 
Meningkatkan 
dispilin ASN 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
dimensi 
disiplin 
ASN 

100  
PROGRAM 
KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

Persentase 
jabatan yang 
diisi sesuai 
dengan 

kompetensi 

  

 

    

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

SK Hukuman 
Disiplin ASN 
SKP Pegawai 

ASN, 
Pengukuran 
Indeks 
Profesionalitas 

ASN, Rapat 
Evaluasi 
Kinerja ASN 

99,19 Menunjang 

 

5 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Nilai 
Evaluasi 

Implement
asi SAKIP 

96,50  

PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

Jumlah 
dokumen 
perencanaan 
dan evaluasi 

kinerja OPD 
yang 
dihasilkan 

  

 

    

Perencanaan, 

Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Ikhtisar 
Jumlah 

Penyesunan 
Perubahan 
RKA SKPD 
Jumlah 

Penyusunan 
RENJA/RENS
TRA 

87,05 Menunjang 

 

    

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Laporan 
Keuangan 
Semester 

93,96 Menunjang 
 

6 Meningkatnya 
Pelayanan Dan 

Persentase 
Pemenuha

100  
PROGRAM 
PENUNJANG 

Jumlah 
dokumen   
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No. 
Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

% 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Capai
an 

% 

     
Menunjang/ 

Tidak 
Menunjang 

Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Administrasi 
Operasional 
Perkantoran 

n 
Pelayanan 
Administra
si Dan 

Operasiona
l 
Perkantora
n 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/K

OTA 

perencanaan 
dan evaluasi 
kinerja OPD 
yang 

dihasilkan 

    

 Administrasi 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

Jumlah 
Pembelian 
ATK Jumlah 

Pembelian 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

95,56 Menunjang 

 

    

 Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Jumlah 
Pembelian 
Bahan dan 

Peralatan 
Kebersihan 
kantor 

99,19 Menunjang 

 

    

 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah 
Pembayaran 
Pajak 

Tahunan 
Kendaraan 
Dinas Jumlah 
Pembelian 

BBM 
Kendaraan 
Dinas Jumlah 
Perawatan 

Kendaraan 
Dinas Jumlah 
Perawatan 
dan Perbaikan 

Peralatan 

87,05 Menunjang 

 

    

Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah 
Pembayaran 

Gaji Tenaga 
Non PNS 93,96 Menunjang 

 

Sumber : Data BKPSDM  

Program / kegiatan menunjang dalam keberhasilan atau 

kegagalan pencapaian kinerja ialah Program Kepegawaian Daerah, 

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program 

Penunjang yang mengambarkan capaian kinerja BKPSDM Kabupaten 

Mahakam Ulu 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait 

anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber 
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daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian 

Kinerja diuraikan sebagai berikut: 

     Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan 

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.4.2.1.1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

12.222.298.084 10.708.562.441 87,61 

1.4.2.1.1.1 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

494.120.400 492.533.700 99,68 

1.4.2.1.1.2 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

6.730.022.184 5.795.832.381 86,12 

1.4.2.1.1.3 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

558.523.200 553.978.236 99,19 

1.4.2.1.1.4 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

2.455.151.100 2.408.738.224 
 

98,11 

1.4.2.1.1.5 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

6.865.400 6.842.500 99,67 

1.4.2.1.1.6 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

302.550.600 181.956.600 
60,14 

 

1.4.2.1.1.7 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

1.675.065.200 1.161.043.800 69,31 

1.4.2.1.2 
PROGRAM KEPEGAWAIAN 
DAERAH 

7.087.916.325 6.747.264.713 95,19 

1.4.2.1.2.1 
Pengadaan, Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian ASN 

2.377.087.900 
 

2.373.511.640 
99,85 

 

1.4.2.1.2.2 Mutasi dan Promosi ASN 1.109.170.400 
 

952.769.016 

 

85,90 

1.4.2.1.2.3 Pengembangan Kompetensi ASN 2.409.272.125 
2.281.568.657 

 
94,70 

1.4.2.1.2.4 
Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

1.192.385.900 
 

1.139.415.400 
95,56 

1.4.2.1.3 
PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA  
MANUSIA 

2.020.418.640 1.807.125.800 
89,44 

 

1.4.2.1.3.2 
Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 

2.020.418.640 1.807.125.800 89,44 

Sumber : Realisasi Fisik BKPSDM TW IV TA 2024 
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Uraian penjelasan tabel: 

Program penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan 

alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai 87,61% dari target 

yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa pemanfaatan 

anggaran telah dilakukan secara maksimal dalam mendukung 

pelaksanaan urusan pemerintahan. 

 

Pada komponen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah, meskipun alokasi anggarannya relatif kecil, namun 

kinerja yang dicapai sangat tinggi, yakni 99,68%. Hal ini menunjukkan 

efektivitas pemanfaatan anggaran yang sangat baik. 

 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki anggaran yang 

lebih besar dibanding sebelumnya, namun hanya mampu mencapai 

kinerja 86,12%, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran 

masih dapat ditingkatkan untuk hasil yang lebih optimal. 

 

Sementara itu, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah juga 

menyerap anggaran cukup besar dengan capaian kinerja 99,19%. 

Meski tinggi, masih terdapat ruang perbaikan agar penggunaan 

anggaran dapat sepenuhnya optimal. 

 

Untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran yang 

besar diimbangi dengan kinerja 98,11%, mencerminkan bahwa 

penggunaan dana pada program ini sudah sangat efektif dan tepat 

sasaran. 

 

Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah walaupun hanya memperoleh anggaran yang 

kecil, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik yaitu 99,67%, 

menandakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. 
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Namun, untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah, meskipun 

anggarannya tergolong sangat besar, pencapaian kinerjanya hanya 

60,14%. Ini menunjukkan masih rendahnya efisiensi dalam 

pemanfaatan dana pada kegiatan tersebut. 

 

Hal serupa terjadi pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah, yang meski didukung anggaran sangat besar, 

hanya mencapai kinerja 69,31%. Ini menjadi indikator bahwa 

pengelolaan anggaran pada program ini masih perlu diperbaiki secara 

signifikan. 

 

Program Kepegawaian Daerah mendapatkan alokasi anggaran yang 

cukup besar dengan serapan anggaran mencapai 95,19%, 

menandakan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara 

baik dan mendukung pelaksanaan urusan kepegawaian secara efektif. 

 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN 

mendapat porsi anggaran yang besar dan mampu mencapai kinerja 

99,85%, sebuah capaian yang menunjukkan optimalisasi anggaran 

yang sangat baik. 

 

Untuk Mutasi dan Promosi ASN, dengan dukungan anggaran yang 

besar, kinerja yang dicapai 85,90%. Angka ini mengindikasikan bahwa 

anggaran telah dimanfaatkan dengan cukup optimal, meskipun masih 

terdapat ruang perbaikan. 

 

Program Pengembangan Kompetensi ASN juga mencatat pencapaian 

kinerja yang memuaskan sebesar 94,70%, seiring dengan anggaran 

yang besar, menunjukkan bahwa investasi pada peningkatan 

kapasitas ASN telah dilakukan dengan tepat. 
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Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mencatat capaian 95,56%, 

yang merefleksikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan 

secara efisien dan mendukung kinerja pegawai secara menyeluruh. 

 

Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, alokasi anggaran 

sebesar 89,44% mencerminkan komitmen daerah terhadap 

peningkatan kualitas SDM, yang juga tercermin pada kinerja sebesar 

89,44% dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan 

Fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berada 

pada tingkat efisiensi yang cukup baik 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 

Mahakam Ulu Tahun 2024 ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip Good Governance. 

Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari pemenuhan 

kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), sekaligus sebagai upaya perbaikan berkelanjutan 

dalam pengelolaan kinerja instansi. 

 

Melalui laporan ini, dapat tergambarkan capaian kinerja 

BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang tahun 2024. Laporan 

tidak hanya memuat keberhasilan atas pelaksanaan program dan 

kegiatan, tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap capaian 

sasaran strategis, termasuk analisis atas faktor-faktor yang 

mendukung maupun yang menghambat pencapaian tersebut. Dengan 

demikian, laporan ini diharapkan menjadi dasar pengambilan 

kebijakan dan rujukan dalam peningkatan kinerja di masa yang akan 

datang. 

 

Adapun hasil utama dari pelaksanaan kinerja BKPSDM 

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan, 

seluruhnya berhasil dicapai (100%). Tidak terdapat sasaran 

strategis yang tidak tercapai. 

2. Beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian 

kinerja, antara lain: 
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• Perubahan regulasi terkait pengembangan kompetensi ASN; 

• Keterbatasan alokasi anggaran; 

• Minimnya fasilitas pendukung; serta 

• Masih rendahnya partisipasi ASN dalam mengikuti program 

peningkatan kompetensi. 

 

Untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan, berikut 

beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut 

BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu: 

1. Melakukan pengusulan anggaran secara lebih terstruktur pada 

tahapan RKPD di tahun sebelumnya (n-1); 

2. Melakukan perhitungan efisiensi anggaran kegiatan tanpa 

mengurangi capaian indikator output yang telah ditetapkan; 

3. Menyusun rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi 

sebagai bagian dari komitmen perbaikan kinerja. 

 

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang utuh mengenai kinerja BKPSDM Kabupaten Mahakam 

Ulu kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun 

eksternal. Selain itu, laporan ini juga menjadi bentuk akuntabilitas 

kepada masyarakat serta seluruh pihak yang telah mendukung dan 

berkontribusi aktif dalam membangun Kabupaten Mahakam Ulu ke 

arah yang lebih baik 

Ujoh Bilang, 28 Februari 2025 
 

Kepala Badan Kepegawaian, Dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 
 
 
 
 

WENEFRIDA KAYANG, S.Sos, M.Si 

NIP. 196509141988112001 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 
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Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun) 

 

 

Kode 
Program, Kegiatan Dan Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran,Program (outcome), 

Kegiatan (output) dan Sub 
Kegiatan (Sub-Output) 

Perubahan 

Data Capaian pada 
Tahun Awal 

Perencanaan (2022) 

Capaian pada tahun Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2021 2022 RKPD 2023 2024 2025 2026 

CAPAIAN Rp CAPAIAN Rp target Rp target Rp target Rp target Rp 

(3) (4)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

      
Badan Kepegawaian 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia    

 

 

 

 

 

      

5      
Unsur Penunjang Urusan 
Pemerintah 

 - - - - - - -       

5 03     Kepegawaian  - - Rp 12.997.131.600 - Rp 19.869.227.676 - Rp 19.087.420.263  Rp 17.020.441.863  Rp 17.274.108.743  Rp 16.101.036.523 

5 03 01    
Program Penunjang Urusan 
Pemerntahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Prosentase tingkat cakupan 
penyelenggaraan pelayanan 
penunjang urusan perangkat 
daerah 

- 

Terlaksanan
ya 

Penyelengg
araan 

pelayanan 
penunjang 

urusan 
perangkat 

Daerah 

Rp 9.031.273.000 

Terlaksanan
ya 

Penyelengga
raan 

pelayanan 
penunjang 

urusan 
perangkat 

Daerah 

Rp 15.764.625.576 

Terlaks
ananya 
Penyele
nggaraa

n 
pelayan

an 
penunja

ng 
urusan 

perangk
at 

Daerah 

Rp 8.718.919.063 

Terlaksan
anya 

Penyelen
ggaraan 
pelayana

n 
penunjan
g urusan 
perangka
t Daerah 

Rp 9.204.891.063 

Terlaksananya 
Penyelenggara
an pelayanan 

penunjang 
urusan 

perangkat 
Daerah 

Rp 9.058.420.063 

Terlaksanan
ya 

Penyelengga
raan 

pelayanan 
penunjang 

urusan 
perangkat 

Daerah 

Rp 9.096.707.563 

5 03 01 2 01  
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 
dan evaluasi kinerja OPD yang 
dihasilkan 

3 Dokumen dan 1 
Laporan 

3 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
Rp 26.253.000 

3 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
Rp 6.060.629.038 

3 
Dokum
en dan 

1 
Laporan 

Rp 427.937.200 

3 
Dokumen 

dan 1 
Laporan 

Rp 123.693.400 
3 Dokumen 

dan 1 Laporan 
Rp 123.693.400 

3 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
Rp 123.693.400 
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5 03 01 2 01 01 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen 8.935.100 
1 

Dokum
en 

Rp 6.787.900 
1 

Dokumen 
Rp 46.787.900 1 Dokumen Rp 46.787.900 1 Dokumen Rp 46.787.900 

5 03 01 2 01 02 
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Dokumen RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10386000 1 Dokumen 10.753.200 
1 

Dokum
en 

Rp 10.390.500 
1 

Dokumen 
Rp 10.390.500 1 Dokumen Rp 10.390.500 1 Dokumen Rp 10.390.500 

5 03 01 2 01 03 
Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9780800 1 Dokumen 7.763.600 
1 

Dokum
en 

Rp 202.067.600 
1 

Dokumen 
Rp 9.779.800 1 Dokumen Rp 9.779.800 1 Dokumen Rp 9.779.800 

5 03 01 2 01 06 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 6.086.200,00 1 Laporan 6.033.177.138 
1 

Laporan 
Rp 208.691.200 1 Laporan Rp 56.735.200 1 Laporan Rp 56.735.200 1 Laporan Rp 56.735.200 

5 03 01 2 02  
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen gaji dan 
tunjangan ASN yang tersusun 

12 Dokumen, 3 
Laporan ,30 Orang 

ASN, dan 1 Kegiatan 

12 
Dokumen, 3 
Laporan ,30 
Orang ASN, 

dan 1 
Kegiatan 

Rp 5.643.889.092 

12 
Dokumen, 3 
Laporan ,30 
Orang ASN, 

dan 1 
Kegiatan 

Rp 6.033.177.138 

12 
Dokum

en, 3 
Laporan 

,30 
Orang 
ASN, 
dan 1 

Kegiata
n 

Rp 4.960.230.663 

12 
Dokumen

, 3 
Laporan 

,30 Orang 
ASN, dan 

1 
Kegiatan 

Rp 5.010.848.663 

12 Dokumen, 3 
Laporan ,30 
Orang ASN, 

dan 1 Kegiatan 

Rp 5.010.848.663 

12 
Dokumen, 3 
Laporan ,30 
Orang ASN, 

dan 1 
Kegiatan 

Rp 5.010.848.663 

5 03 01 2 02 01 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 
ASN 

30 Orang/Bulan 
30 

Orang/Bula
n 

5411563992 
30 

Orang/Bulan 
5.733.313.938 

30 
Orang/
Bulan 

Rp 4.659.355.463 
30 

Orang/Bu
lan 

Rp 
4.659.355.463 

30 
Orang/Bulan 

Rp 4.659.355.463 
30 

Orang/Bulan 
Rp 4.659.355.463 

5 03 01 2 02 02 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Pelaksanaan Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 Dokumen 
12 

Dokumen 
215412800 12 Dokumen 283.440.000 

12 
Dokum

en 
Rp 283.440.000 

12 
Dokumen 

Rp 283.440.000 12 Dokumen Rp 283.440.000 12 Dokumen Rp 283.440.000 

5 03 01 2 02 05 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 7128200 1 Laporan 7.541.700 
1 

Laporan 
Rp 7.482.000 1 Laporan Rp 7.448.000 1 Laporan Rp 7.448.000 1 Laporan Rp 7.448.000 

5 03 01 2 02 07 
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

Laporan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran 
SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 9784100 2 Laporan 8.881.500 
2 

Laporan 
Rp 9.953.200 2 Laporan Rp 60.605.200 2 Laporan Rp 60.605.200 2 Laporan Rp 60.605.200 
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5 03 01 2 05  
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 
SK Penambahan Masa Kerja 
(PMK) Jumlah Kecamatan 
Sosialisasi Peraturan 
Kepegawaian Sertifikat kegiatan 
Sosialisasi 

451 Dokumen SK & 5 
Laporan 

451 
Dokumen 

SK & 5 
Laporan 

227.036.300 
451 

Dokumen SK 
& 5 Laporan 

286.279.600 

451 
Dokum
en SK & 

5 
Laporan 

Rp 462.091.700 

451 
Dokumen 

SK & 5 
Laporan 

Rp 341.729.200 
451 Dokumen 

SK & 5 Laporan 
Rp 359.338.200 

451 
Dokumen SK 
& 5 Laporan 

Rp 372.625.700 

5 03 01 2 05 03 
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
Golongan I,II,III JFT/JFU, SK 
Peninjauan Masa Kerja, SK 
Pencantuman Gelar, SK KGB 

250 SK 250 SK 53502000 250 SK 138.677.000 250 SK 41.468.000 300 SK 55.250.000 320 SK 63.537.500 350 SK 71.825.000 

5 03 01 2 05 04 
Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

      
1 

Kegiata
n 

62.267.000       

5 03 01 2 05 05 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Dokumen Hasil Monitoring, 
Evaluasi dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

1 Dokumen 1 Dokumen 123531800 1 Dokumen 122.288.600 
1 

Dokum
en 

Rp 131.086.700 
1 

Dokumen 
Rp 135.800.700 1 Dokumen Rp 135.800.700 1 Dokumen Rp 135.800.700 

5 03 01 2 05 10 
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan 

Dokumen Sertifikat Peserta 
Sosialisasi dan Laporan 
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 
Peraturan Perundang - 
Undangan 

5 Laporan dan 200 
Dokumen 

5 Laporan 
dan 200 

Dokumen 
50002500 

5 Laporan 
dan 200 

Dokumen 
25.314.000 

5 
Laporan 
dan 200 
Dokum

en 

Rp 227.270.000 
5 Laporan 
dan 230 

Dokumen 
Rp 150.678.500 

5 Laporan dan 
250 Dokumen 

Rp 160.000.000 
5 Laporan 
dan 300 

Dokumen 
Rp 165.000.000 

5 03 01 2 06  
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Perawatan Instalasi 
Listrik dan AC Jumlah Pembelian 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor Jumlah Pembelian ATK 
Jumlah Persediaan barang Cetak 
dan Penggandaan Jumlah 
Persediaan Minuman Untuk 
Tamu Jumlah Pelaksanaan Rapat 
SKPD Jumlah Pelaksanaan Dinas 
Dalam Daerah Jumlah 
Pelaksanaan Dinas Luar Daerah 
Jumlah Pelaksanaan Rapat Korpri 
Jumlah Koordinasi ke Korpri 
Provinsi dan Pusat 

12 Perawatan15 
Buah4 paket1000 
Map55 Dus4 Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

12 
Perawatan1

5 Buah4 
paket1000 

Map55 
Dus4 Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

553.978.100 

12 
Perawatan1

5 Buah4 
paket1000 

Map55 Dus4 
Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

718.324.800 

12 
Perawa
tan15 
Buah4 

paket10
00 

Map55 
Dus4 
Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

753.799.500 

12 
Perawata
n1 Paket4 
paket100
0 Map55 
Dus4 Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

1.007.404.800 

12 Perawatan1 
Paket4 

paket1000 
Map55 Dus4 

Kali 
8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

793.324.800 

12 
Perawatan1 

Paket4 
paket1000 

Map55 Dus4 
Kali 

8 Kali 
4 Kali 

4 Rapat 
4 Rapat 

793.324.800 

5 03 01 2 06 01 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Perawatan Instalasi 
Listrik dan AC 

12 Perawatan 
12 

Perawatan 

17.998.300 12 
Perawatan 

25.000.000 
12 

Perawa
tan 

4.997.200 
12 

Perawata
n 25.000.000 12 Perawatan 25.000.000 

12 
Perawatan 25.000.000 

5 03 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Pembelian Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

15 Buah 15 Buah 

107.806.500 

15 Buah 

107.806.500 

15 Buah 

282.945.900 

1 Paket 107.806.500 1 Paket 107.806.500 1 Paket 107.806.500 

5 03 01 2 06 04 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Pembelian ATK 

4 paket 4 paket 

85.518.300 

4 paket 

85.518.300 

4 paket 

70.095.000 

4 paket 85.518.300 4 paket 85.518.300 4 paket 85.518.300 

5 03 01 2 06 05 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah Persediaan barang Cetak 
dan Penggandaan 1000 Map 1000 Map 

64.000.000 
1000 Map 

100.000.000 1000 
Map 

22.000.400 
1000 Map 100.000.000 1000 Map 100.000.000 1000 Map 100.000.000 
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5 03 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 
Jumlah Persediaan Minuman 
Untuk Tamu 

55 Dus 55 Dus 

33.000.000 

55 Dus 

50.000.000 

55 Dus 

20.000.000 

55 Dus 50.000.000 55 Dus 50.000.000 55 Dus 50.000.000 

5 03 01 2 06 09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Koordinasi ke KORPRI 
Pusat 
Jumlah Pelaksanaan Dinas Dalam 
Daerah 
Jumlah Pelaksanaan Dinas Luar 
Daerah 
Jumlah Pelaksanaan Rapat 
KORPRI 
Jumlah Pelaksanaan SKPD 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

245.655.000 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

350.000.000 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

353.761.000 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

350.000.000 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

350.000.000 

4 Kali 
8 Kali 
4 Kali 
4 Rapat 
4 Rapat 

350.000.000 

5 03 01 2 06 11 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Pada SKPD 

Profil SKPD dan Publikasi 
Layanan Informasi Kepegawaian 
SKPD 

1 Kegiatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 
1 

Kegiata
n 

Rp - 
1 

Kegiatan 
Rp 289.080.000 1 Kegiatan Rp 75.000.000 1 Kegiatan Rp 75.000.000 

5 03 01 2 07  
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Pembelian Bahan dan 
Peralatan Kebersihan kantor 

25 Buah 25 Buah 23.984.708 25 Buah 25.000.000 25 Buah 13.040.000 25 Buah 30.000.000 25 Buah 30.000.000 25 Buah 30.000.000 

5 03 01 2 07 11 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Pembelian Bahan dan 
Peralatan Kebersihan kantor 

25 Buah 25 Buah 23.984.708 25 Buah 25.000.000 25 Buah 13.040.000 25 Buah 30.000.000 25 Buah 30.000.000 25 Buah 30.000.000 

5 03 01 2 08  
Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Materai Jumlah 
Pembayaran Lintas Maya 
Jumlah Pembelian Air Minum 
Galon Jumlah Pembelian Token 
Listrik Jumlah Pembayaran Gaji 
TKK 

650 Lembar12 Bulan 
1000 Liter 

12 Bulan45 Orang 

650 
Lembar12 

Bulan 
1000 Liter 

12 Bulan45 
Orang 

2.401.215.000 

650 
Lembar12 

Bulan 
1000 Liter 

12 Bulan45 
Orang 

2.401.215.000 

650 
Lembar

12 
Bulan 
1000 
Liter 
12 

Bulan45 
Orang 

1.901.120.000 

650 
Lembar1
2 Bulan 

1000 
Liter 
12 

Bulan45 
Orang 

2.401.215.000 

650 Lembar12 
Bulan 

1000 Liter 
12 Bulan45 

Orang 

2.401.215.000 

650 
Lembar12 

Bulan 
1000 Liter 
12 Bulan45 

Orang 

2.401.215.000 

5 03 01 2 08 01 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah pembelian Materai 650 Lembar 650 Lembar 6.495.000 650 Lembar 6.495.000 
650 

Lembar 
9.990.000 

650 
Lembar 

6.495.000 650 Lembar 6.495.000 650 Lembar 6.495.000 

5 03 01 2 08 02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Waktu Pembayaran 
Layanan Internet 
Jumlah Pembelian Air Minum 
Galon 
Jumlah Waktu Pembelian T oken 
Listrik 

12 Bulan 
1000 Liter 
12 Bulan 

12 Bulan 
1000 Liter 
12 Bulan 

390.000.000 
12 Bulan 

1000 Liter 
12 Bulan 

390.000.000 

12 
Bulan 
1000 
Liter 
12 

Bulan 

219.330.000 

12 Bulan 
1000 
Liter 

12 Bulan 

390.000.000 
12 Bulan 

1000 Liter 
12 Bulan 

390.000.000 
12 Bulan 

1000 Liter 
12 Bulan 

390.000.000 

5 03 01 2 08 04 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga 
Non PNS 

45 Orang 45 Orang 2.004.720.000 45 Orang 2.004.720.000 
45 

Orang 
1.671.800.000 45 Orang 2.004.720.000 45 Orang 2.004.720.000 45 Orang 2.004.720.000 

5 03 01 2 09  
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Umum 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah pembelian BBM 
Kendaraan Dinas Jumlah 
Perawatan Kendaraan Dinas 
Jumlah Pembayaran Pajak 
Tahunan Kendaraan Dinas 
Jumlah Perawatan dan 
Perbaikan Peralatan 

4 Buah 
10000 Liter 
6 Kali6 Kali 

4 Buah 
10000 Liter 
6 Kali6 Kali 

154.916.800 
4 Buah 

10000 Liter 
6 Kali6 Kali 

240.000.000 

4 Buah 
10000 
Liter 

6 Kali6 
Kali 

200.700.000 

4 Buah 
10000 
Liter 

6 Kali6 
Kali 

290.000.000 
4 Buah 

10000 Liter 
6 Kali6 Kali 

340.000.000 
4 Buah 

10000 Liter 
6 Kali6 Kali 

365.000.000 
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5 03 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Pembayaran Pajak 
Tahunan Kendaraan Dinas 
Jumlah Pembelian BBM 
Kendaraan Dinas 
Jumlah Perawatan Kendaraan 
Dinas 

4 Buah 
10000 Liter 

6 Kali 

4 Buah 
10000 Liter 

6 Kali 
124.986.800 

4 Buah 
10000 Liter 

6 Kali 
200.000.000 

4 Buah 
10000 
Liter 
6 Kali 

185.630.000 

4 Buah 
10000 
Liter 
6 Kali 

250.000.000 
4 Buah 

10000 Liter 
6 Kali 

300.000.000 
4 Buah 

10000 Liter 
6 Kali 

325.000.000 

5 03 01 2 09 10 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

     1 PAKET 1 PAKET 15.070.000       

5 03 01 2 07 11 
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Perawatan dan 
Perbaikan Peralatan 

6 Kali 6 Kali 29.930.000 6 Kali 40.000.000 6 Kali - 6 Kali 40.000.000 6 Kali 40.000.000 6 Kali 40.000.000 

5 03 02    Program Kepegawaian Daerah 
Persentase jabatan yang diisi 
sesuai dengan kompetensi 

 

Jabatan 
yang diisi 

sesuai 
dengan 

Kompetensi 
Pegawai 

Rp 3.965.858.600 

Jabatan 
yang diisi 

sesuai 
dengan 

Kompetensi 
Pegawai 

Rp 4.104.602.100 

Jabatan 
yang 
diisi 

sesuai 
dengan 
Kompet

ensi 
Pegawa

i 

Rp 10.368.501.200 

Jabatan 
yang diisi 

sesuai 
dengan 

Kompete
nsi 

Pegawai 

Rp 7.815.550.800 

Jabatan yang 
diisi sesuai 

dengan 
Kompetensi 

Pegawai 

Rp 8.215.688.680 

Jabatan yang 
diisi sesuai 

dengan 
Kompetensi 

Pegawai 

Rp 7.004.328.960 

5 03 02 2 01  
Pengadaan, Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian ASN 

Dokumen kebutuhan Pegawai 
ASN Kab. Mahakam Ulu Formasi 
ASN Jumlah SK Pensiun Jumlah 
Karpeg Jumlah Karsi/Karsu 
Pembinaan Kelembagaan 
KORPRI Kwalitas System 
Kwalitas Arsip Data Elektronik 
Kwalitas Data 

1 Dokumen200 
Formasi180 Berkas 

200 Berkas 
45 SK1 Kegiatan 

1 
Dokumen20

0 
Formasi180 

Berkas 
200 Berkas 

45 SK1 
Kegiatan 

Rp 72.699.600 

1 
Dokumen20

0 
Formasi180 

Berkas 
200 Berkas 

45 SK1 
Kegiatan 

Rp 754.189.900 

1 
Dokum
en200 

Formasi
180 

Berkas 
200 

Berkas 
45 SK1 
Kegiata

n 

Rp 1.926.400.700 

1 
Dokumen

200 
Formasi1
80 Berkas 

200 
Berkas 
45 SK1 

Kegiatan 

Rp 1.561.000.000 

1 Dokumen200 
Formasi180 

Berkas 
200 Berkas 

45 SK1 
Kegiatan 

Rp 1.655.000.000 

1 
Dokumen20

0 
Formasi180 

Berkas 
200 Berkas 

45 SK1 
Kegiatan 

Rp 1.715.000.000 

5 03 02 2 01 02 
Penyusunan Rencana Kebutuhan, 
Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk 
Pelaksanaan Pengadaan ASN 

Jumlah Dokumen Kebutuhan 
Pegawai ASN Kab. Mahakam Ulu, 
Jumlah Kebutuhan Pegawai 
Daerah Non ASN 

1 Dokumen 1 Dokumen 72699600 1 Dokumen 92.182.000 
1 

Dokum
en 

Rp 23.782.000 
1 

Dokumen 
Rp 100.000.000 1 Dokumen Rp 150.000.000 1 Dokumen Rp 175.000.000 

5 03 02 2 01 03 
Koordinasi dan Fasilitasi 
Pengadaan PNS dan PPPK 

Jumlah Formasi ASN yang Terisi 200 Formasi 200 Formasi 291,454,900 200 Formasi 524.508.800 
200 

Formasi 
Rp 1.000.000.000 

200 
Formasi 

Rp 1.000.000.000 200 Formasi Rp 1.000.000.000 200 Formasi Rp 1.000.000.000 

5 03 02 2 01 06 
Koordinasi Pelaksanaan 
Administrasi Pemberhentian 

Jumlah Karis/Karsu, 
Jumlah Karpeg, dan 
Jumlah SK Pensiun 

180 Berkas 
200 Berkas 

45 SK 

180 Berkas 
200 Berkas 

45 SK 
235,377,900 

180 Berkas 
200 Berkas 

45 SK 
137.499.100 

180 
Berkas 

200 
Berkas 
45 SK 

Rp 90.678.200 

180 
Berkas 

200 
Berkas 
45 SK 

Rp 291.000.000 
180 Berkas 
200 Berkas 

45 SK 
Rp 325.000.000 

180 Berkas 
200 Berkas 

45 SK 
Rp 350.000.000 

5 03 02 2 01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN       
1 

KEGIAT
AN 

Rp 541.792.300       

5 03 02 2 01 10 
Pengelolaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Pengelolaan Sistem Informasi 
Kepegawaian Kabupaten 
Mahakam Ulu 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 149,999,400 1 Kegiatan 149,999,400 
1 

Kegiata
n 

Rp 270.148.200 
1 

Kegiatan 
Rp 170.000.000 1 Kegiatan Rp 180.000.000 1 Kegiatan Rp 190.000.000 
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5 03 02 2 01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian        Rp 104.500       

5 03 02 2 01 12 
Evaluasi Data, Informasi dan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

       Rp 505.561.900       

5 03 02 2 02  Mutasi dan Promosi ASN Pelayanan Mutasi ASN Jumlah 
SK Kenaikan Pangkat 
Diterbitkan Jumlah PNS Promosi 

15 PNS100 SK50 PNS 
15 PNS100 
SK50 PNS 

913.225.000 
15 PNS100 
SK50 PNS 

527.913.900 

15 
PNS100 

SK50 
PNS 

2.592.395.800 

15 
PNS120 
SK100 
PNS 

1.147.500.000 
20 PNS150 
SK125 PNS 

1.441.088.270 
20 PNS175 

SK125 
109.676.540 

5 03 02 2 02 01 

Pengelolaan Mutasi ASN 

Jumlah PNS Mutasi 15 PNS 15 PNS 61600000 15 PNS 67.131.600 15 PNS 54.319.800 15 PNS 75.000.000 20 PNS 100.000.000 20 PNS Rp.100.000.000,- 

5 03 02 2 02 02 
Pengelolaan Kenaikan Pangkat 
ASN 

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
Golongan IV/a dan IV/b 

100 SK 100 SK 76704000 100 SK 99.838.300 100 SK 123.921.800 120 SK 72.500.000 150 SK 91.088.270 175 SK 109.676.540 

5 03 02 2 02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah PNS Promosi 50 PNS 50 PNS 774921000 50 PNS 360.944.000 50 PNS 2.414.154.200 100 PNS 1.000.000.000 125 PNS 1.250.000.000 125 
Rp. 

1.250.000.000,- 

5 03 02 2 03  Pengembangan Kompetensi ASN 
1. Jumlah Penyusunan 
Dokumen Pengembangan Pola 
Karir PNS 

1 Dokumen 1 Dokumen 2.197.528.800 1 Dokumen 2.636.903.100 
1 

Dokum
en 

3.207.412.100 
2 

Dokumen 
3.086.750.000 2 Dokumen 3.155.900.410 2 Dokumen 3.175.050.820 

5 03 02 2 03 04 
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan 
ASN 

Jumlah Beasiswa Tugas Belajar 3 PNS 3 PNS 281668000 3 PNS 100.000.000 3 PNS 1.802.621.000 5 PNS 1.000.000.000 5 PNS 1.000.000.000 5 PNS 1.000.000.000 

5 03 02 2 03 05 
Koordinasi dan Kerja sama 
Pelaksanaan Diklat 

Terselenggaranya LATSAR CPNS 
Dan Terlaksananya Orientasi 
PPPK Jabatan Guru di Lingkungan 
Pemerintah Daerah 

71 Peserta 71 Peserta 1775860800 71 Peserta 2.430.238.400 
71 

Peserta 
1.170.457.000 

200 
Peserta 

1.850.000.000 200 Peserta 1.850.000.000 200 Peserta 1.850.000.000 

5 03 02 2 03 14 
Fasilitasi Pengembangan Karir 
Dalam Jabatan Fungsional 

Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 
Golongan IV/c 

30 SK 30 SK - 30 SK - 30 SK 127.669.400 35 SK 86.750.000 40 SK 105.900.410 35 SK 125.050.820 

5 03 02 2 03 15 
Evaluasi Pengembangan Jabatan 
Fungsional 

Jumlah Pengurusan Jabatan 
Fungsional 

50 SK 50 SK 140000000 50 SK 106.664.700 50 SK 106.664.700 50 SK 150.000.000 75 SK 200.000.000 75 SK 200.000.000 

5 03 02 2 04  
Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

Jumlah Dokumen Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur yang 
dihasilkan 

2 Dokumen dan 1 
Laporan 

2 Dokumen 
dan 1 

Laporan 

Rp 391.202.600 2 Dokumen 
dan 1 

Laporan 

Rp 92.797.600 

2 
Dokum
en dan 

1 
Laporan 

Rp 1.321.146.300 
2 

Dokumen 
dan 1 

Laporan Rp 1.010.150.400 
2 Dokumen 

dan 1 Laporan Rp 981.850.000 

2 Dokumen 
dan 1 

Laporan Rp 1.002.300.800 

5 03 02 2 04 01 
Penyusunan Kebijakan Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

Dokumen Hasil Penyusunan 
Kebijakan Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

1 Dokumen 1 Dokumen  1 Dokumen - 
1 

Dokum
en 

Rp 301.618.000 
1 

Dokumen 
Rp 302.650.000 1 Dokumen Rp 305.650.000 1 Dokumen Rp 310.600.500 
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5 03 02 2 04 02 
Pelaksanaan penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur 

Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penilaian dan Evalusi Kinerja 
Aparatur 

1 Dokumen 1 Dokumen 150000000 1 Dokumen 52.743.600 
1 

Dokum
en 

Rp 563.394.600 
1 

Dokumen 
Rp 120.450.000 1 Dokumen Rp 125.550.000 1 Dokumen Rp 130.850.300 

5 03 02 2 04 03 
Evaluasi Hasil Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur 

Dokumen Hasil Evaluasi Hasil 
Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

1 Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 40.054.000 
1 

Laporan 
Rp 122.978.000 1 Laporan Rp 125.950.000 1 Laporan Rp 130.650.000 1 Laporan Rp 135.850.000 

5 03 02 2 04 04 
Pengelolaan Pemberian 
Penghargaan Bagi Pegawai 

Dokumen Pengajuan ASN 
Berprestasi, Laporan Kegiatan, 
Jumlah Piagam dan Sertifikat 
Penghargaan bagi ASN 
berprestasi 

20 Dokumen, 1 
Laporan, dan 6 
Penghargaan 

20 
Dokumen, 1 

Laporan, 
dan 6 

Penghargaa
n 

47394100 

20 
Dokumen, 1 

Laporan, 
dan 6 

Penghargaa
n 

47,394,100 

20 
Dokum

en, 1 
Laporan
, dan 6 
Pengha
rgaan 

Rp 43.300.000 

20 
Dokumen

, 1 
Laporan, 

dan 6 
Pengharg

aan 

Rp 229.203.400 
20 Dokumen, 1 
Laporan, dan 6 
Penghargaan 

80.000.000 

20 
Dokumen, 1 
Laporan, dan 

6 
Penghargaan 

80.000.000 

5 03 02 2 04 05 
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi 
Pegawai 

Dokumen Sertifikat dan Tanda 
Jasa Satyalancana Karya Satya 
bagi ASN 

30 Dokumen 
30 

Dokumen 
107204000 30 Dokumen 107,204,000 

30 
Dokum

en 
Rp 60.052.000 

30 
Dokumen 

Rp 36.476.300 30 Dokumen 40.000.000 30 Dokumen 45.000.000 

5 03 02 2 04 07 Pembinaan Disiplin ASN 

Dokumen Absensi, Laporan 
Kinerja Bulanan, Dokumen 
Verifikasi Pengajuan TPP, 
Laporan Pelaksanaan Sidak 
Kehadiran Pegawai, Laporan 
Pelaksanaan Monitoring Absensi 
dan Dokumen Berita Acara 
Pelaksanaan Konsultasi 

33 Dokumen, 33 
Laporan, 33 

Dokumen, 1 Laporan, 
3 Laporan dan 5 

Dokumen 

33 
Dokumen, 

33 Laporan, 
33 

Dokumen, 1 
Laporan, 3 

Laporan dan 
5 Dokumen 

25900000 

33 
Dokumen, 

33 Laporan, 
33 

Dokumen, 1 
Laporan, 3 

Laporan dan 
5 Dokumen 

25,900,000 

33 
Dokum
en, 33 

Laporan
, 33 

Dokum
en, 1 

Laporan
, 3 

Laporan 
dan 5 

Dokum
en 

Rp 50.000.000 

33 
Dokumen

, 33 
Laporan, 

33 
Dokumen

, 1 
Laporan, 

3 Laporan 
dan 5 

Dokumen 

Rp 75.322.800 

33 Dokumen, 
33 Laporan, 33 

Dokumen, 1 
Laporan, 3 

Laporan dan 5 
Dokumen 

250.000.000 

33 
Dokumen, 

33 Laporan, 
33 

Dokumen, 1 
Laporan, 3 

Laporan dan 
5 Dokumen 

250.000.000 

5 03 02 2 04 08 
Pengelolaan Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin ASN 

Dokumen Kasus ASN yang 
melakukan Pelanggaran disiplin, 
Dokumen Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan, Dokumen Surat 
Keputusan (SK) Hukuman Disiplin 
dan Laporan Pelaksanaan 
Penyerahan SK Hukuman Disiplin 

5 Dokumen 5 Dokumen 60704500 5 Dokumen 60,704,500 
5 

Dokum
en 

Rp 179.803.700 
4 

Dokumen 
Rp 74.804.600 3 Dokumen  2 Dokumen  

5 03 02 2 04 09  
Dokumen Kelengkapan Izin 
Perceraian dan Laporan 
Penyerahan Izin Perceraian 

4 Dokumen dan 1 
Laporan 

4 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
- 

4 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
- 

4 
Dokum
en dan 

1 
Laporan 

Rp - 

4 
Dokumen 

dan 1 
Laporan 

Rp 45.293.300 
3 Dokumen 

dan 1 Laporan 
50.000.000 

2 Dokumen 
dan 1 

Laporan 
50.000.000 

5 04     Pendidikan dan Pelatihan  - - 10,000,000 - 10,000,000 - 1.072.235.800  1.500.000.000  1.700.000.000  2.000.000.000 

5 04 02    
Program Pengembangan Sumber 
Daya Manusia 

Persentase Pejabat ASN yang 
telah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan struktural 

- 

ASN yang 
Menikuti 

Pendidikan 
dan 

pelatihan 
Struktural 

10,000,000 

ASN yang 
Menikuti 

Pendidikan 
dan 

pelatihan 
Struktural 

10,000,000 

ASN 
yang 

Meniku
ti 

Pendidi
kan dan 
pelatiha

n 
Struktur

al 

1.072.235.800 

ASN yang 
Menikuti 
Pendidika

n dan 
pelatihan 
Struktural 

1.500.000.000 

ASN yang 
Menikuti 

Pendidikan 
dan pelatihan 

Struktural 

1.700.000.000 

ASN yang 
Menikuti 

Pendidikan 
dan 

pelatihan 
Struktural 

2.000.000.000 
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5 04 02 2 02  
Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 

Jumlah CPNS/PNS yang 
Mengikuti Pengembangan dan 
peningkatan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 35 Peserta 35 Peserta 

10,000,000 

35 Peserta 

10,000,000 

35 
Peserta 

1.072.235.800 

50 
Peserta 1.500.000.000 

75 Peserta 

1.700.000.000 

100 Peserta 

2.000.000.000 

5 04 02 2 02 07 
Pelaksanaan Kerja Sama antar 
Lembaga 

   
 

 
 

1 
Kegiata

n 
84.400 

  
 

 
 

 

5 04 02 2 02 07 

Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan 
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Jabatan Fungsional, 
Kepemimpinan, dan Prajabatan 

Terselenggaranya Diklat bagi 
jabatan Fungsional, PKN Tk.II, 
PKA dan PKP 

35 Peserta 35 Peserta 10,000,000 35 Peserta 10,000,000 
35 

Peserta 
1.072.235.800 

50 
Peserta 

1.500.000.000 75 Peserta 1.700.000.000 100 Peserta 2.000.000.000 

 


